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BI'PATI BUOL

,PROPVIrSI SIrLt\wESI,Iercerr

PERA?TIRAII DATRAII I(ABI'PATEN BUOL
. ilouoR 6 TAITUil 2c14

TEITTAIYG

' KAWASAT ?AIVPA ROKOK

DEIIIGAT RAIIMAT TT'IIAN YANG ITTAHA ESA
BT'PATI BUOL,.

: a' bahwa rokok merupakan hasil olahan tr:mtr'kau ci;rrr sintetisyang mengandung zat psikoaktif mernbahayak.' \ ir.g dapatmenimbulkan adiksi serta membahayaka. keseiritlarn baikperokok aktif maupun perokok pasii;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 115 ayat (2) undang_

Undang Nomor 36 Tatrun 2OOg tentang Kesehatan dan pasal
52 Perahrran pemerintah Nomor 10g Tahun 2012 tentangPengama'a' Batran y*g Mengandung Zat Adikrrf BerupaProduk Tembakau Terhadap Kesehatan, n.icwajibkan
Pemerintah Daerah menetapkan Kawas'n Ta.p' Rokok
dengan peraturan Daerah;

c. behwa berdasarkan pertimbanga' sebagetimana crimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu *..r.,rpkan l)eraturan
Daeratr tentang Kawasan Tanpa Rokok;

: l' Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tatrun l9a5;

2. undang-undang Nomor 39 Tahun rggg tentang FIak Asasi
Manusia (kmbaran Negara Republik Indo'esia Tiilrun 1999
Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

3. unda'g-unda'g Nomor 5l Tahun r 99g tentang
Pembenhrkan Kabupaten Buol, Kabupaten Moi-owaii dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Irmbaran Neganr Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor r97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 39oo). Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2ooo
tentang Penrbahan Atas Undang-Undang Nornor 5 i Tahun
1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, l(abupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ll,embaran
Negara Republik Indonesiai Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan lembaran Negara Republik Indone:;ia Nomor.
3e66);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik I ndones ia
Tahun 2004. Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 44g7) sel;agaimrr'a tetah
beberapa kali, diubah terakhir dengan Ulda'g-undang
Nomor 12 Tahun 2oog tentang perubahan Kt:clua Atas
undang-unda'g Nomor ., 32 Tphun 2oo4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2oo8 Nomor 59, Tambahan rembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849;
undang-undang Nomor 36 Tatrun 2oog tentang Kesehatan
(Iemberan Negara Repubtik Indonesia Tahun 2{)og Nomor
144, Tambahan l.embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5063);
Perah:ran Pemerintah Nomor 4l rahun iggg tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Le mbararr Negara
Republik Indonesia Tahun rggg Nornor g(;, r'ambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor3 flS g ) :

Peraturan Pemerintah Nornor log rahun 2or2 tentang
Pengarrranan Bahan Yang Mengandung zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Terhadap Kesehatan ;

Perahrran Bersama Menter,i Dalam Ne61en darr Menteri
Kesehatan Nomor 34 r Tahun 2005 Nomor
ll38/Menkes/PB/VIII/2005 tentang penyelt:'ggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;
Peraturan Bersama Menteri Ke schatarr Nomor
l88/MENKES/PB/Il20ll dan Menteri Datam Nelit:ri Nomor
7 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pelakstrnaan Kawasan
Tanpa Rokok;

10. Kepuhrsan Menteri Kesehatan Nomor : 131/MEN KES/ SK/
lll2OO4 tentang Sistim Kesehatan Nasional.

Dongnn Porcetujuan Beraama

DSWAI| PERWAI(IL/UT RAITYAT DAERAII I(ABUPAI'EN BUOL

dan

BT'PATI BUOL

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAT{ DAERAII TEI{TAIYG KAWASAN TAIIPA

ROKOK.

BAB I
NE,TENTUAIT T'UIIU

Pasal I
Dalaln Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daeratr adalatr Pemerintah Kabupaten Buol.

2. Brrpati adalatr BuPati Buol.
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4.

-Buol, .yang sr:lzinjutnya
Rakyat seballiri unsur

Rokok adalatl sarah satu produk tembakau yang dimaksudk:r' untukd:ibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih,cenrtu atau benh:k lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana
T'zbacum, Niotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang
alsaPnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan iermbahan.
R:rokok pasif ad4ah orangyang bukan perokok namun r.er.paksa , rre'ghisap
alau menghirup asap rokok yang dikeluarkah oleh perokok.
Krwasan Tanpa Rokokyang selanjutnya disiirgkat KTR aclirlaLr rLrirrrgan atau
al'ea yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok ertarr kegiatan
memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosiki.rp produk
tembakau.

7' Frrsilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunakan rxrhrk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehirtan, baikpromotif, preventif, kr:ratif maupun rehabilitatif yang dilakLrkan oleh
pemerintah, pemerintah daerah , danf at-au masyarakat.

8' Te'mps1 Proses Belaja Mengajar adalah tempat berlangr;ungn!:r kegi:rter'
be'la3ar mengajar atau pendidikan dan/atau pelatihal sepert r sekolah,
madrasah' perguruan tingg, tempat kursus, TpA/Tpse, termasuk ruang
perpustakaaD, ruang praktek atau laboratorium, museum dan seyr:nisnya.

9. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang
digunakan Unt[k kegiatan anak-anak termd.suk tempat penitrlran anak,
tempat pengasutran anak, tempat bermain anak dan lainrrya.

10- Tempat Ibadatr adalali bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri
teitentu yang khusus dipergunakan untuk beiibadah brrgi par;r pemeluk
masing-masing agama secara pennanen, tidak termasuk t(:m1,;11 ibadah
keluarga.

11-An.gkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yarng day;riL berupar
kendaraa0 darat, air, dan udara biasanya digunakan dengan koinpensasi
tertentu.

12.Ternpat Kerja adalatr tiap ruangan atau lapangan tertutup atarr terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja beke{a, atau yang dimas,-rki tenaga
kerja untuk keperluan suatu usaha.

l3.Terapat Umtrm adalah semua tempat tertufup yang derpal dirilises oleh
masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat climanftratkar l;<;rsanra-
satrla untuk kegiatan masyarakat yang dikelola ol:h peinenntirir, swasta,
dae/atau masyarakat.

14. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adal;r-hr orang
dan/atau badan yang karena jabatannya mernimpin dan/atau bcrtanggung
jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang
ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun
swasta.

15. Ba,Can adatatr selmmpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yarg melaknkan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

' meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yar rq lainnya,
batlan usatra milik negara atau daerah dengan naina dan dalarn bentuk

Ltewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
disebut DPRD adalatr kmbaga perwakilal
p enyelenggara pemerintahan Daerah
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apaprrn, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, {)rganrsi:rsr massa,
c'rganisasi sosial politik atau oryanisasi yang sejenis, lembirga danr,r pensiun,
t,enhrk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II
AgAg, TUWAIY DAIir PRINSIP

Fasal 2
Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melinclungi lrak asasi
manrrsia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tinggini,2 melalui
pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Fasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

. a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b. membudayakan hidup sehat; dan
c. nrenekam angka perhrmbuhan perokok pemula.

i Passl 4
Prinsip Penerapan KIR adalatr:
a- Adanya Kawaean tanpa Rokok;
b. tidak ada yang merokok ditbmpat umum/tempat ke{a terLutup; ctirnc' pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan mertil<ok, atau

tindakan mengifinkan dan/atau membiarkan orang merol:ok cii I..l.R adaiah
bertentangan dengan hukum

BAB III
ITAIYASAil TAITPA ROKOK

I(IR rneliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. lerrpat proses belajar mengajar;
c. ternpat anak berrnain;
d. ten:pat ibadatr;
e. arrglnrtan umum;

Pasal 5 
l

f. tempat kerja;
g. fasilitas oliah raga; dan I

h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
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^ Fasilitas pelayanan kesehatan
ll meliputi:
LJ

Pasal 6
sebagaimana dim'aksud dalam Pasal 5 huruf a

a. nrmah salcit;
b. rurnah bersalin;
c. poli.dinik; I

d. pusrcesmas;
e. balai pengobatan;



i
i

f. laboratorium;
g posyandu; dan
h. ternpat praktek kesehatanr swasta.

Pasal 7
Tempat proses belajar mengajar sebagaimana
meliputi:
a. sekolatr;
b. madrasatr;
c. perguruan tingg;
d. balai pendidikan dan pelatihan;
e. balai latihan kerjar;
f. laboratorium;
g. bhnbingan belajar;
h. ternpat kursus;
i. mang perpustakaan; dan
j. mrrseum.

.:

dimaksud dalam Pirsat li huruf b

' pesal g
Ternllat anah bermain sebagaimana dimaksud dalam pasal
a. ketompok bermain;
b. penitipan anah;
c. Pe:ndidikan Anak Usia Dini (pAUD); dan
d. Taman Kanak-IGnak.

5 huruf t: meliputi:

Pasat 9
Tempat ibadatr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf cl melipritr:
a. masjid/ mushola/ Surau/ I"anggar;
b. gereja;
c. pura;
d. vihara; dan
e. klenteng.

Passl 10
Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hunrf c meripruLi:

a. bu's umum;
b. anBlrutan kota termasuk kendaraarr wisata, bus angkutan anak sckolah dan

bus anglnrtan karyawan; dan
c. anglnrtan antar kota dan pedesaan

Fesal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f nreliputr
a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;

b. perkantoran swasta;
c. industri; dan
d. bengkel.
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Fasilitas olah raga
Gedrrng olah raga.

Pasal f2
sebagaimana dimaksucl daram pasar 5 huruf g meriputi

Temtrrat umum scbagaiman" di*"k**il pasal s hurur h meriputi:
a. pasar (modern dan tradisional);
b. ternpat wisata;
c. ternpat hiburan;
d. hotel;
e. terapat rekreasi;
f. terminal anglrutan umum;
g. terminal anglrutan bareng;
h. pelabuhan; dan
i. bandara.

Pssal 14
Ketenhran lebih lartjut mengenai tempat lain sebagaimana dinraksud lrada Pasal

5 huruf i ditetapkan dengen Keputusan Bupati.
r
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Passl 15

KfR sebagaimana dimaksud dalam Pas:rl 5 huruf a, hurt,t, lr, lrLtt ,i r', httt-uf

d Jan hunrf e mempakan kawasan yang bebas dari asap rokok hrrqga b:rL:ts

pagar terluar atau dengan batas lainnyer yang ditentukan.
ICTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g rrrcrupakan

ka.wasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari at.ap

paling hrar.

BAB IV
KEITA"'IBAN DAl{ LARAI{GAN

Palef 16

(1) Setiap omng dild*tg merokok di I'CTR'

al setiap orang/Badan dilarang memPromosikan, mbngiklankant, menjuai

dan/atau mimbeli rokok di KTR'

(3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2J dikecualik:r'n untuk

tempatunrrmyangmemilikiizinuntukmenjualrokok.
(4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak be [laku bagi

tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk 'lembakau

ditingln-rngan Kawasan Tanpa Rokok'

Pa$l 17

setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR set;'egaimana

4irnaksud dalam pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g' *1jlb untul<:

a- melalnrkan pengawasan interna paa" tempat dan/atau lokasi yang menjadi

tanggung jawabnYa;

b- melarang semlra orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung

jawabnYa;
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c' meniadal<an asbtk atau sejenisnya pada tempat dan/:rtau lt,l.:asi yangmenjadi tanggung jawabnya; dan
d' memasa'g ta'da-tanda dan pengumuman dilarang merok.k sesuaipersyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat_terrrpat yangdipa'dang perlu da'mudah terbaca dan/atau didenga. bait .

Pasal 18
(1) Pr:ngelola, pimpinan dan/atau penarlggung jawab tempat keqa ci:rn tempatumum dapat menyediakan tempat khusus merokok.
(2) T':mpat khusus merokok sebagaimana dirnaksud pad, a,vat (r ) harus

rrremenuhi persyaratan :

a, merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung
dengan udara luar sehingga udara aapaibersirkulasi dengan baik;. b. terpisatr dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lirrn yang
digunakan unhrk beraktifitae;

c. jauh dari pinhr masuk dan keluar; dan
d jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V
PERAN SERTA UASYARAI{AT

Paral 19
(1) Masyarakat drpat berperan serta daram mewujudkan KTR.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pader ayat (1) dapat

dilalnrkan dengan cara:
a. Pengawasan pelaksanaan perahrran daerah ini;
b. Turut aktif rdalam pemberian bimbingan dan pcnvrrluirrrr serta

penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokolr barlii 1..(':jchatan,
c. memberikan sumbangan pemikiran dan perlimbangEin l.rcrl<,)ni,, rn clcngern

penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
d.melalrukan pengadaan dan pemberian bantuan sara,nir dan t)rlrsarana

yang dipcrlukan unhrk mewqjudkan KTR;
e. Ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udalil yerng :;ehat dan

bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI
PEUBIITAAIT DAil PENGAWASAN

Bagtan Kegatu
Pombinaan

Paset 20
(U Bupati berwenang melakukan pembinaan sEbagai upaya untuk

mewujudkan KTR di daerah.
(21 Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan KTR kepader Kepaia

SKPD.
(3) Pembinaan IC|R dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas ;,okok dan

frrngsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
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(s)

(6)

(1)

(21

Tugas dan tangung jawab SKPD sebagaimana dimzrksLrd p:xlrr lyat (3)
ditetapkan oleh Bupati.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (.3) dikoordinasrt<irn oleh
Sekretaris Daerah.
X.etenhran lebih lanjut mengenai pembinaan KTR diatur dalrrm t)r:raturan
Bupati.

Paeal 2l
Pembinaan KTR dilaksanakan dalam rangka pengembangirn kt.rrrampuan
masyarakat untuk berperilalm hidup sehat.
Pembinaan pelaksanaan I(tR dilakukan oleh SKPD sebagaimana riimaksud
dalan Pasal 20 ayat (21 sesuai dengan bidang tugasnya clan/atau
wewenanglya dibawatr koordinasi Dinas Kesehatan.

Ptsat 22
Pembinaan pelaksanaan rokok di KTR berupa :

a. Fasilitasi;
b. Bimbingan dan/atau pennrluhan;
c. Pemberdayaan masyarakat; dan
,+ Menyiapkanpetnnjulc

Feral 23
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan <>leh :

a. r.Esing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan l,'t:mbinaan
dalam rangla pembinaan pelaksanaan KTR;

b. bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga clan f zrtau organisasi
kemasyarakatan; dan

c. tsupati dapat memberilan penghargaan kepada orang atau badan i,ang telarh
b,:rjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Ba8lrr Kedua , r

Fongawasan

Pasal 24
SKPL, bersama-sama dengan masyarakat dan/atau badan/atarr lembaga
dan/rrtau orgarrisasi kemasyarakatan, melakukan pengawas;an pr i;rksanaarn
TffR.

Pasal 25
Pengawasan l$R dllal<sanakan oleh SKPD yang mempunyai ttrgias pokok
<lan fungei eeeuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai K'lR.
IIKPD selqgaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh [3u1,rtti.

l{asil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada .ryal (i), wa-;ib ,1il:rporkan
<lleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas <iatr lttnp',r; n)asul{:-

lnasing kepada Bupati melalui Sekretaris Daemh scti:r1r I (s; riir) br-tlaI-i

sekali.
I(etentuan mengenai pengawasan KTR diatur lebih ianjr-rt detrgarr, i:'crat,uran

l3upati. ',
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g. 'Mendatangkan aldi yang d.iperlukan dalam hubungannyrr denganpemeriksaan perkara;
Mengadal<an penghentian penyidikan setelah mendapat petrrrjuk dari
penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti arau per-istru,,r lersebutbukar merupakan tindak pidana dan selanjutnyzr rncl;rlur ,e^yrdikmemberitahukan hal tersebut kepacla penuntut umunl, [crsi1,)glia atau
keluargarrya;
Mengadakan tindal€n lain menurut hukum -\,a,8 dapat
dipertanggungiawabkan.

h.

i.

(3) Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana d.imaksud pacla iiyai
berwenang melalnrkan penangkapandan / atau penahanern .

PPNS sebagaimana dimahsud pada ayat (1), membuat bcriLii ir,
tindakan dalam hat :

a. Pemeriksaan itersangkai 
;

b. Memasuki ruhah dan/atau tempat tertutup lainnl,zr:
c. Penyitaan barang;
d. Pemeriksaan saksi;
e. Pemeriksaan ditempat kejadian;
f. Fengambilan sidik jari dan pemotretan.

(l), trdak
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BAB VIU
SAI|XAI ADUITU$TRATIF

Pasal 32
Pimpinan atau penanggungjawab KTR dapat dikenakan sirnksi br uper :

a. Peringatan tertulis;dan/atau
b. Denda.
Pengelola dapat dikenakan sanksi berupa :

a. Peringatan terttrlis;
b. Denda; dan/atau
c. Pencabutan izin.

(3) Terta cara pemberian sanksi administratif di KTR sebagainana drrrraksud
pada ayat (1) adalah :' a. Bupati/Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tr:rtulis )..t,Jrada

Pimpinan atau penanggung jawab dan pengelola KTR;
b, Apabila dalqn waktrr 1 (satu) bulan sejak peringatan tertuiis cliberikan,

pimpinan/penanggungiawab dan pengelola KTR belum rrremenuhi
ketentuan scbagainana tercantum datafn peringatan tertulis, maka
kepada pimpinan/penanggungiawab kawasan dimaksud diberikan
sanksi berupa denda.

(4) Sanksi sebageimhna dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b diberikan
Bupati atau pejabat berwenang.

BAB DK

IIEfEITTUAI{ PIDAI|A
Persl33

(1) Setinf orang yang merokok ditempat atau area yang dinyatakan st'lragai KTR

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 ayat (i), dipidana dengan pidana

r'



peryara paling lama 3 (tiga) hari atau denda:paling barr-1,ak Rp 5(r 000 (limapuluh ribu rupiah).
(21 Setiap orang atau badan yang mempromosikan, merrgrl.larrlier,r. r'en;ual,

dan/atau membeli rol'ok ditempat atau area yang clin.yatakarr st'irergai I(TR
v:bagaimana dimahsud dalam Pasal 16 ayat (2), dipidana ciengan pidana

h
internal,

tjenisnya,
area )/ang

1,, larna 15

rii rupiah).
i r),irt (3)
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LEMBAiAN DAERAH KABUPATEN BUOL

TAHUN 2OI4 NOMOR 48

NoREGT0PERATURANDAERAHKABUPATENBUOL,PROVINSI]ULAWESI
TENGAH : (06/2014)

penjara paling lama 7 (tujuh) hari atau dendarpaling banyak Rp 5o0.0oo

(lima ratus pulu ribu rupiah).
(3)SetiappengelolaKTRyangtidakmelakukanpengawasan

rrrembiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asburk' atzru I

d'antidakmemasalrgtanda.tandadilarangmerokokditeml],.:Y]
dLn,v*atakan sebagai KTR dipidana dengan pidana pcrlrrlr'1l 1'rr:'lr: I

il,ma belas) hari atau denda paling banyak Rp' 5'000 000 l)ttrt'r I'

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' a'\'ii1 l'2) cla'

rrrerupakan penerimaan negara'

BAB X
KSTEilTUAT PENUTI'P

Pasal 34

peraturan peraksa'aa' peraturan Daerah ini d'aksanali2p '1lt'h lrrst; rrsi te'l<att

paling lambat 6 bulan sejak ditetapkannya Peraturan [ )at't'r'']'r 'r tr

Pasal 35

peratural Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diunJa:rgkairt'

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengunctangan F',eraturau

Daerah ini denga' penempatannya dalam Lembaran Daerarr Iiabuprric:r'r Buol.

DitetaPkan di Buol
pada tanggai 2 Juli ;1014

BUPATI BUOL.

^rr*,lp.l%o*
1

di Buol
7 Juli 2Ot4

DAERAI{

Diundarrgkan
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PERATT'RAIY DAERAII I(ABI'PATTIT BUOL
IYOMOR 6 TAHUN 2OL4

TEIVTAIYG

KAWASATT TAXPA RgKoK

I'UUM
Rokok mengandungz'at adiktif yang dangat berbahaya bagi kesehatan

m€rnusia. ?.at adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan
rnenimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai
penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit
tr)aru obstnrktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan
kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh
lebih dari 5 (lima) juta orang setiap tahunnya. Jika ha-l ini berlanjtrt terus
rnaka diproyeksikan akan terjadi l0(sepuluh) juta kematian pacla tahun
2020, dengan 7oo/okematian terjadi di negara sedang berkembane. Indonesia
merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau.
Dari segi jumlah perokok, Indonesia mempakan negara terbesar ke-3 di
dunia setelatr China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa
(15 tahun ke atas) pada tahun 2OO7 sebesar 33,08%. Global Yorrth Tobacco
Suruey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3'h pelajal.
I3-15 tatrun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokot< tidak hanya membahayakan perokok, tr:tapijuga orang lain
ilisekitar perokok (Perokok pasif). Asetp rokok terdiri d:rri asap ;okok utama
(main stream) fang mengandung 25oh kadar bahan bcrbahal':r clan asap
rokok sampingan (side stream) yang mengandung 7501, kadar berbahaya.
Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400
jenis diantararrya merupakanzat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong
zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas,

lnrtikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokol< orang
lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok vang menghirup asap

r"okok yang dihisap orang lain. Penghimp asap rokok p:rsif mengandung

r-isiko sama tingginya dengan oralrg yang merokok. ZaLkar:;inogen Bcnzo (A)

llrene merupakan salah satu kandungan aSap rokok, merupakan salah satu

:at pencetus ftanker. 7-at ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok

alrtif, tetapi keH'lupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif'
Tidak ada batas aman untuk pemapaftm asap rokok orang lain.

i3ahaya asap rokok orang lain dihadapi antara lain : bayr dalam kandungan

ibu yasg merokok dal orang-orang yang berada da-lam ruangan yang

r:erdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok' Dampak langsung

'ietelah terpapar asap rokok oruulg lain adalah batuk, bersin, sr:sak napas'

rusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang

serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa
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€mtara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker
I)aru da'payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan.

Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai
risiko tinggr terkena kanker payudara. Asai rokok orang lain akan memicu
s'era'ng€rn asthma serta menyebabkan asthma pada orang sehat. Ibu hamil
y'ang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi
rang menyebabkan BBLR, kelahiran pr"-"iure dan kematian.

Ban dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain
alan menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan
bawah (ISPA), asthma, bronchitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang
dapat berlanfut hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita
terhambatnya perhrmbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai
penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih
besar unhrk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seper"ti hiperaktif
cian penunrnan konsentrasi belajar dibanding dengan yang orang tuanya
tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan be rdampak
terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya
pendapatan karena sakit dan tidak clapat bekerja, pengeluaran biaya obat
i,an biaya lrcrawatan.

Kesehatan mempakan hak asasi manusia setiap orang. Hak azasi
rnasyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk
b,ersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok -iuga harus
dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari
kebiasaan merokok yang dapat mer:usak kesehatan cliri cian orang lain
ciisekitarnya

undang-undang Nomor 36 Tahun 2oo9 tentang Kesehatan
nrengarnanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan
lanpa Rokok. Pengatrrran ini bertujuan untuk mencegalr dan rrrengatasi
dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa
pemerintah daerah wqiib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
It-awasan tanpa rokok, mencakup: fasilitai pblayanan kesehatan, tempat
proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan
umum, tempat kerja, tempat umum d:rn tempat'lain yang clitetapkan. I(onsep
dan peratrrran ini adalah melarang kegiatan merokok, ihlan rokr,k dan
penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan r;ebelumnya
keanli di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beh rokok.

Kawasan Tanpa Rokok mempakan tanggung jawab seluruh komponen
L,?rBS&r baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-
pemerintatr, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang

akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.

Komitrnen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat

L,erpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

PASAL DF,UI PASAL
Pasal 1

Cukup jetas.
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Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9 ,

Cukup jelas,
Pasal lO

Cukup jelas.
Pasal I I

Hurr-f a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Industri adalah areal kerja industri.

Hunf d
Bengkel adalah areal kerja bengkel.

Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Culmp jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Culimp jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22



Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.r

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup je1as.

Pasal 3O

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR
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TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI BUOL

KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA GAMBAR DILARANG MEROKOK

BUPATI BUOL,
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Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung

Tanda Tangaa

iir*a

r. -r fi
r===l r:l

Tanda Tangan

Nama

BUPATI BUOL,6\^
\l\lrrf -/
\t_Y \-.\

AMIRUDIN RAUF

unhrk Pengelola Gedung :

1 Apakah a:lCa tghu lent::ng ke!:ijakan KfF di Kahrtnnten Rrrol vang melarang orang merokok rii rlalam gedung?

2 Aparraah anda mendukrng dan melaksanakan kebrjakan KTR di Kabupaten Buol ?

3 Apakah anda tahu bahwa Kebiiakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung ?

4 Apakah anda tahu bahwa altanterkenasan@

Solusi apa sqia yang dilakukan? Tolorrg qglglkan.
iffi, anda hadapi kctika ffirn KTR di lembags

I
2

3

I
2

3

Komentai tambahan oleh
Petugat Inspeksi

-
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CONTOH FORMULIR PEMANTAUAN WII,AYAH KTR
IMPLEMENTASI KTR

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2OI4

Nama Petugas Inspeksi:

r-_] r-_lt--] r-) .r-),,f I Tt

NOMOR
TANGGAL
.r.E- t\rT A l\Ia^l
lLlt  alalv

:

: K{IUASANTANPA ROKoK

NAMA INSTITUSI

TANGGAL KUNJUNGAN

WAIITU KUNJUNGAN

lol6li di drlr Bcd0nt yrus diFrilr.

ti: lobi. ruau iulSgu. ru.tr8 kerj!. rcltor.

tuan8 kclls. l!!.4 kecil. ruaru tul88! ptric

dolt.r. killr hntcl . dl I .

lin g!c.rn gan gedung (misal: sarana
l: anak, olahiaga, rumah ibadah, ge'1'.

festoran

GEDUNG IVGEDUNG IIGEDUNG I

Ditemukan orang merokok di dalaq

Ditemukan ruang khusus di dalam gedun

Ditemukan tanda dilarang merokok Oi qtlg-pi"tu *!.
ercium bau asap rokok

Ditemukan asbak dan/atau korek api 4flgqg gedun

Ditemukan Puntung rokok di dalam

Dit"-uk"" i"dikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam benruk

sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakn gelas, asbak'

postter, spanduk, billboard cill)


